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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

 

1.1 Latar Belakang 

Kemajuan di bidang teknologi informasi telah mendorong pemerintah 

Indonesia untuk meluncurkan berbagai inovasi layanan publik berbasis digital, 

salah satunya adalah Identitas Kependudukan Digital (IKD). Peraturan menteri 

dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2022 mendefinisikan IKD sebagai informasi 

elektronik yang mewakili dokumen pencatatan sipil dalam bentuk aplikasi digital 

pada ponsel pintar, dengan tujuan menyederhanakan dan mempercepat transaksi 

layanan publik serta menjamin keamanan data pencatatan sipil melalui sistem 

autentikasi (PERATURAN.GO.ID, 2022). IKD diharapkan dapat menggantikan 

sebagian fungsi KTP-el fisik, sehingga masyarakat dapat mengakses dokumen 

pencatatan sipil mereka langsung dari telapak tangan mereka. 

Proses pendaftaran awal IKD seperti mengunduh aplikasi, memasukkan 

Nomor Identitas Nasional (NIK), alamat email, dan menyelesaikan verifikasi 

wajah dapat dilakukan secara mandiri; namun untuk menyelesaikan aktivasi, 

pemohon tetap diwajibkan mengunjungi petugas front office Dinas Kependudukan 

dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) secara langsung. Tahap ini mencakup validasi 

data oleh petugas, memindai kode QR yang ditampilkan oleh petugas, dan 

memasukkan kode aktivasi yang dikirim melalui email (Disdukcapil Sragen, 

2026). Persyaratan kehadiran langsung ini bertujuan untuk memastikan bahwa 

data biometrik pemohon sesuai dengan data yang tercatat dalam Sistem Informasi 

Administrasi Kependudukan (SIAK) serta untuk mencegah pencurian identitas. 

Oleh karena itu, akun IKD tidak dapat digunakan sepenuhnya hingga diaktifkan 

secara langsung oleh petugas front office (Hanifah, 2026). Ketentuan inilah yang 

menjadikan loket layanan Disdukcapil sebagai satu-satunya titik layanan yang 

menentukan apakah proses aktivasi IKD berhasil atau tidak bagi setiap pemohon. 

Kondisi ini menempatkan bagian layanan depan pada posisi strategis, 

namun juga membuatnya rentan terhadap tekanan terkait pelayanan, mengingat 
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semua pemohon, tanpa kecuali harus melalui loket yang sama untuk 

menyelesaikan proses aktivasi. Urgensi penyediaan layanan di Kota Depok 

semakin nyata mengingat jumlah penduduk yang tercatat mencapai 2.024.664 

jiwa berdasarkan Data Konsolidasi Bersih Semester I Tahun 2025 (Berita Depok, 

2025). Disdukcapil Kota Depok menyediakan beberapa titik front office untuk 

memenuhi kebutuhan tersebut, antara lain Loket De'Fast, Mal Pelayanan Publik 

(MPP), Gedung Dibaleka II, dan unit pelayanan di 11 kecamatan (Swastika, 

2026). 

Beban kerja di bagian front office menjadi sangat jelas ketika dokumen 

pendaftaran sipil digital menjadi persyaratan untuk memverifikasi informasi calon 

siswa selama proses pendaftaran siswa baru. Pada 25 Mei 2026, Mal Pelayanan 

Publik Kota Depok dipadati warga yang ingin mengaktifkan IKD mereka untuk 

keperluan pendaftaran sekolah, sehingga kuota layanan terisi lebih cepat daripada 

hari-hari biasa, yang kemudian direspons Kepala Disdukcapil Kota Depok dengan 

menambah personel di beberapa loket pelayanan (KumparanNews, 2026). 

Peristiwa ini menegaskan bahwa aktivasi IKD memang harus diselesaikan di front 

office, seluruh beban teknis maupun operasional pelayanan pada akhirnya 

bertumpu pada kesiapan prosedur dan petugas di titik tersebut. 

Kondisi tersebut mendorong penulis untuk menelaah lebih dalam 

pelaksanaan layanan aktivasi IKD melalui pelaksanaan magang di bagian layanan 

masyarakat yaitu Disdukcapil. Selama magang, penulis mengamati bahwa para 

petugas melaksanakan langkah-langkah layanan sesuai dengan alur kerja yang 

telah ditetapkan. Pada praktiknya, masih terdapat kendala teknis, seperti 

kegagalan verifikasi wajah dan NIK yang tidak terdeteksi oleh sistem. Kendala ini 

mengakibatkan keterlambatan dalam menyelesaikan proses aktivasi. Berdasarkan 

hal tersebut penulis termotivasi untuk melakukan topik tugas akhir berjudul 

"Prosedur Pelayanan Aktivasi Identitas Kependudukan Digital (IKD) pada 

Front Office Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Depok." 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian pada latar belakang, dapat diidentifikasi beberapa 

permasalahan yang menjadi pokok pembahasan dalam penyusunan tugas akhir ini, 
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yaitu sebagai berikut: 

1. Bagaimana prosedur pelayanan aktivasi Identitas Kependudukan Digital 

(IKD) yang dilakukan oleh bagian front office pada Disdukcapil Kota 

Depok? 

2. Apa saja kendala yang dihadapi oleh petugas front office saat 

memberikan pelayanan aktivasi Identitas Kependudukan Digital (IKD) 

kepada masyarakat di Disdukcapil Kota Depok? 

 

1.3 Tujuan Penulisan 

Berdasarkan rumusan masalah yang telah disusun, tujuan pelaksanaan tugas 

akhir ini dirumuskan untuk menjawab berbagai permasalahan yang menjadi fokus 

kajian, yaitu sebagai berikut: 

1. Untuk mengetahui serta mendeskripsikan pelaksanaan prosedur 

pelayanan aktivasi Identitas Kependudukan Digital (IKD) yang 

diselenggarakan oleh front office Disdukcapil Kota Depok. 

2. Untuk mengetahui apa saja kendala yang dihadapi petugas front office 

dalam pelaksanaan pelayanan aktivasi Identitas Kependudukan Digital 

(IKD) di Disdukcapil Kota Depok. 

 

1.4 Manfaat Penulisan 

Penyusunan tugas akhir ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dan 

manfaat bagi berbagai pihak, sebagai berikut:: 

1. Manfaat Bagi Penulis 

Penyusunan tugas akhir ini diharapkan dapat memberikan tambahan 

wawasan, pengetahuan, dan pengalaman bagi penulis mengenai pelaksanaan 

prosedur pelayanan aktivasi Identitas Kependudukan Digital (IKD) pada 

front office Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Depok. Selain 

itu, kegiatan ini diharapkan dapat mengembangkan kemampuan penulis 

dalam melakukan pengamatan, mengidentifikasi permasalahan, serta 

menyusun pembahasan secara sistematis berdasarkan hasil observasi. 

Penulis juga berharap dapat menerapkan pengetahuan yang diperoleh 

selama menempuh pendidikan di Program Studi Administrasi Bisnis ke 



4 

 

 
 

dalam praktik penyelenggaraan pelayanan publik. 

2. Manfaat Bagi Lembaga (Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 

Kota Depok) 

Tugas akhir ini diharapkan dapat memberikan kontribusi berupa 

informasi mengenai pelaksanaan prosedur pelayanan aktivasi Identitas 

Kependudukan Digital (IKD) serta berbagai kendala yang dihadapi dalam 

proses pelayanan di front office Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 

Kota Depok. Hasil tugas akhir ini diharapkan dapat menjadi salah satu 

bahan pertimbangan bagi instansi dalam meningkatkan kualitas pelayanan, 

terutama melalui penyempurnaan penyampaian informasi, pemberian 

arahan, dan pendampingan kepada masyarakat selama proses aktivasi IKD. 

Dengan adanya upaya tersebut, pelayanan diharapkan dapat terlaksana 

secara lebih efektif, efisien, responsif, dan sesuai dengan prosedur yang 

telah ditetapkan.. 

3. Manfaat Bagi Bidang Ilmu Pengetahuan 

Tugas akhir ini diharapkan dapat menjadi salah satu referensi bagi 

mahasiswa, akademisi, serta tugas akhir yang ingin mengkaji topik 

mengenai prosedur pelayanan, pelayanan publik, pelayanan front office, 

administrasi kependudukan, maupun bidang Administrasi Bisnis. Selain itu, 

hasil tugas akhir ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam 

pengembangan ilmu Administrasi Bisnis, khususnya yang berkaitan dengan 

pelayanan prima, serta menjadi bahan rujukan bagi tugas akhir selanjutnya. 

Penyusunan tugas akhir ini didukung oleh data yang diperoleh melalui 

beberapa metode pengumpulan data. Adapun metode yang digunakan oleh 

penulis meliputi sebagai berikut. 

 

1.5 Metode Pengumpulan Data  

Metode pengumpulan data yang digunakan oleh penulis  dalam tugas akhir 

ini meliputi observasi dan dokumentasi sebagai berikut: 

a. Observasi 

Observasi dilakukan secara partisipatif karena penulis ikut 

terlibat langsung dalam lingkungan kerja sekaligus mengamati proses 
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pelayanan aktivasi IKD kepada masyarakat. Penulis memperoleh 

informasi dari observasi tersebut tentang alur pelayanan, interaksi antara 

petugas front office dan masyarakat, serta berbagai kendala yang terjadi 

selama proses pelayanan berlangsung. Menurut Sugiyono dalam Hurotul 

dan Aini, (2022:16) observasi dilakukan dengan mengamati secara 

langsung fenomena yang berkaitan dengan objek tugas akhir untuk 

memperoleh data yang relevan. Pengamatan tersebut bertujuan untuk 

memahami kondisi aktual di lapangan sebagai bahan pendukung dalam 

penyusunan tugas akhir. Sedangkan menurut Sugiyono (2022:145) 

menjelaskan observasi partisipatif sebagai metode pengumpulan data 

yang menuntut keterlibatan peneliti dalam aktivitas sumber data 

sehingga peneliti dapat memahami situasi, perilaku, dan proses yang 

berlangsung secara lebih mendalam. Melalui pendekatan ini, penulis 

berhasil menghimpun data yang komprehensif mengenai pelaksanaan 

prosedur pelayanan front office beserta kendala-kendala yang muncul 

selama berlangsungnya aktivasi IKD di Mal Pelayanan Publik Kota 

Depok yang berada di bawah naungan Dinas Kependudukan dan 

Pencatatan Sipil. 

Pemilihan metode observasi partisipatif didasarkan pada 

kemampuannya memberikan akses langsung bagi penulis untuk 

mengamati jalannya prosedur pelayanan front office, merekam tahapan-

tahapan layanan aktivasi IKD yang diterima masyarakat, sekaligus 

mengenali kendala-kendala yang berpotensi menghambat kelancaran 

proses tersebut. Keunggulan teknik ini terletak pada sifat datanya yang 

bersumber langsung dari aktivitas layanan yang berjalan apa adanya, 

tanpa rekayasa atau intervensi dari peneliti. Dengan cara ini, penulis 

memperoleh pemahaman mengenai bagaimana petugas front office 

menjalankan tugasnya dalam melayani masyarakat, menjelaskan 

informasi terkait Identitas Kependudukan Digital (IKD), mendampingi 

proses aktivasi aplikasi IKD, hingga menangani masyarakat yang 

mengalami hambatan selama pelayanan berlangsung. Temuan dari 

observasi ini diharapkan mampu menyajikan gambaran menyeluruh atas 
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pelaksanaan prosedur pelayanan front office sekaligus menjadi data 

pendukung dalam menganalisis kendala pelayanan aktivasi IKD pada 

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Depok. 

b. Dokumentasi 

Menurut Sugiyono (2019:314) dalam Elisabeth dan Novanti 

(2023:37), dokumentasi merupakan salah satu teknik pengumpulan data 

yang dilakukan melalui dokumen yang berkaitan dengan objek 

penelitian. Dokumen tersebut dapat berupa catatan tertulis, arsip, 

gambar, peraturan, maupun dokumen lain yang memuat informasi 

mengenai suatu peristiwa yang telah terjadi. Teknik dokumentasi 

digunakan untuk memperoleh data yang bersifat faktual sebagai 

pelengkap hasil observasi sehingga peneliti dapat memperoleh informasi 

yang lebih lengkap mengenai latar belakang, kondisi, maupun 

karakteristik objek yang diteliti. Oleh karena itu, dokumentasi menjadi 

salah satu sumber data pendukung yang penting dalam penyusunan 

tugas akhir karena mampu menyajikan informasi yang tidak seluruhnya 

dapat diperoleh melalui pengamatan secara langsun. 

Pada penyusunan tugas akhir mengenai Prosedur Pelayanan 

Aktivasi Identitas Kependudukan Digital (IKD) pada front office Dinas 

Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Depok, teknik dokumentasi 

dilakukan dengan menelaah berbagai informasi yang tersedia pada 

website resmi Pemerintah Kota Depok dan Dinas Kependudukan dan 

Pencatatan Sipil Kota Depok. Melalui teknik ini, penulis memperoleh 

data mengenai sejarah pembentukan instansi, visi dan misi, struktur 

organisasi, dasar hukum, serta data kependudukan yang digunakan 

sebagai pendukung penyusunan latar belakang dan gambaran umum 

lembaga. Pemanfaatan dokumen resmi dipilih karena informasi yang 

disajikan memiliki tingkat kredibilitas yang tinggi, sehingga dapat 

melengkapi hasil observasi sekaligus memberikan pemahaman yang 

lebih komprehensif mengenai konteks penyelenggaraan pelayanan 

aktivasi IKD di Front office Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 

Kota Depok. 
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BAB V 

PENUTUP 

 

 

5.1 Kesimpulan 

Berdasarkan hasil observasi dan pembahasan mengenai prosedur pelayanan 

aktivasi Identitas Kependudukan Digital (IKD) pada front office Dinas 

Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Depok, penulis menarik dua kesimpulan 

berikut: 

a. Prosedur pelayanan aktivasi IKD di front office Disdukcapil Kota 

Depok dilaksanakan melalui tujuh tahapan yang melibatkan interaksi 

langsung antara pemohon dan petugas. Tahapan tersebut meliputi 

pengunduhan aplikasi IKD, pengisian data diri, pengambilan swafoto, 

proses pemindaian QR Code serta persetujuan permohonan melalui 

sistem SIAK Terpusat oleh petugas, pembukaan surat elektronik untuk 

memperoleh kode aktivasi, pengisian kode aktivasi beserta CAPTCHA, 

dan pembuatan PIN sebagai pengaman akun. Selama proses 

berlangsung, petugas tidak hanya mengoperasikan sistem, tetapi juga 

memberikan pendampingan kepada pemohon yang mengalami kendala, 

seperti kegagalan verifikasi wajah maupun keterlambatan diterimanya 

kode aktivasi. Pelayanan ini diselenggarakan secara tatap muka setiap 

hari kerja, yaitu Senin hingga Jumat pukul 08.00–15.00 WIB, di front 

office Gedung Dibaleka II Lantai 1 Mal Pelayanan Publik (MPP). 

Hingga saat ini, layanan aktivasi IKD masih belum dilengkapi dengan 

sistem nomor antrean khusus sehingga pengaturan antrean dilakukan 

secara manual berbaris ke belakang di depan petugas. 

b. Dua kendala paling menonjol muncul selama pelayanan berlangsung. 

Gangguan jaringan SIAK yang bersumber dari server Kemendagri 

kerap menghentikan proses verifikasi meski berkas pemohon sudah 

lengkap, dan karena akar masalahnya ada di sistem pusat, petugas 

Disdukcapil Kota Depok hanya bisa menjelaskan situasi kepada 

masyarakat sambil menunggu sistem pulih. Persoalan kedua adalah 
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ketiadaan nomor antrean khusus untuk layanan IKD, yang membuat 

pemohon berkerumun di depan loket saat kunjungan sedang ramai dan 

memicu kebingungan soal giliran; sejauh ini petugas menanganinya 

dengan memanggil nama sesuai urutan kedatangan secara manual. 

 

5.2 Saran 

Berdasarkan hasil pembahasan mengenai prosedur pelayanan aktivasi 

Identitas Kependudukan Digital (IKD) serta kendala yang ditemukan pada front 

office Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Depok, berikut adalah 

saran yang dapat diberikan: 

a. Disdukcapil Kota Depok disarankan untuk membangun jalur 

komunikasi yang lebih rutin dengan Kemendagri terkait kondisi sistem 

SIAK Terpusat, misalnya melalui pemberitahuan berkala atau papan 

informasi di loket pelayanan, sehingga saat jaringan mengalami 

gangguan, petugas front office dapat menyampaikan kabar yang lebih 

pasti kepada masyarakat alih-alih hanya meminta mereka menunggu 

tanpa kejelasan waktu. 

b. Disdukcapil Kota Depok disarankan untuk menghadirkan sistem nomor 

antrean pada layanan aktivasi IKD, baik melalui mesin antrean 

elektronik maupun kertas bernomor sebagai langkah awal yang lebih 

sederhana dan murah, sehingga pemohon tidak perlu berdesakan di 

depan loket dan memperoleh kepastian mengenai giliran pelayanannya. 
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Lampiran 1. Lembar Konsultasi Bimbingan Tugas Akhir 
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Lampiran 2. Lembar Persetujuan Ujian Tugas Akhir 
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Lampiran 3. Hasil Observasi 

Checklist Observasi 

Observer  : Salwa Ayuning Putri Renanda 

Tempat Observasi : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Depok  

  (Mal Pelayanan Publik Kota Depok) 

Bidang   : Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk (Front Office  

  Aktivasi IKD) 

Objek Observasi : Prosedur pelayanan aktivasi Identitas Kependudukan  

  Digital (IKD) pada front office yang meliputi penerimaan   

  masyarakat, pemeriksaan persyaratan, verifikasi data  

  melalui aplikasi Sistem Informasi Administrasi  

  Kependudukan (SIAK), pendampingan proses aktivasi  

  IKD, hingga penyelesaian pelayanan. 

Waktu Observasi : Januari–Mei 2026 

 

NO Aspek yang Diamati Ya Tidak Keterangan 

Prosedur Pelayanan Aktivasi IKD 

1 Pelayanan aktivasi IKD   Layanan aktivasi IKD telah 

dilaksanakan sesuai dengan 

prosedur yang berlaku di 

Disdukcapil Kota Depok. 

2 Lokasi pelayanan mudah 

dijangkau oleh masyarakat 

  Lokasi pelayanan berada di 

kawasan yang mudah diakses 

menggunakan kendaraan 

pribadi maupun transportasi 

umum. 

3 Tersedia meja/loket khusus 

pelayanan aktivasi IKD 

  Disediakan loket khusus 

untuk melayani masyarakat 

yang mengajukan aktivasi 

IKD sehingga proses 

pelayanan lebih terarah. 

4 Jam operasional pelayanan 

telah ditetapkan 

  Pelayanan diberikan sesuai 

jadwal operasional yang telah 

ditentukan oleh instansi. 

5 Petugas front office 

melayani masyarakat 

secara langsung (tatap 

  Masyarakat memperoleh 

pelayanan secara langsung 

melalui petugas front office 
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NO Aspek yang Diamati Ya Tidak Keterangan 

muka) selama proses aktivasi 

berlangsung. 

6 Masyarakat mengunduh 

aplikasi IKD secara 

mandiri melalui 

smartphone 

  Masyarakat mencari dan 

mengunduh aplikasi IKD 

melalui platform penyedia 

aplikasi; petugas membantu 

apabila terjadi kendala teknis. 

7 Petugas memberikan 

penjelasan mengenai 

prosedur aktivasi IKD 

  Petugas menyampaikan 

tahapan aktivasi IKD secara 

jelas agar masyarakat 

memahami proses yang harus 

dilakukan. 

8 Petugas melakukan 

verifikasi data melalui 

aplikasi SIAK 

  Pemeriksaan data 

kependudukan dilakukan 

menggunakan sistem SIAK 

sebelum proses aktivasi 

dilanjutkan. 

9 Masyarakat melakukan 

registrasi dan mengisi data 

diri (NIK, nama, jenis 

kelamin, tempat/tanggal 

lahir) pada aplikasi 

  Data diisi secara mandiri 

melalui formulir pada aplikasi 

sesuai data kependudukan 

yang berlaku; petugas 

mengarahkan apabila data 

tidak sesuai atau verifikasi 

gagal. 

10 Masyarakat melakukan 

swafoto (selfie) sesuai 

petunjuk aplikasi 

  Swafoto dilakukan sebagai 

bagian dari pemadanan data 

wajah dengan data biometrik; 

petugas mendampingi apabila 

proses gagal terbaca sistem. 

11 Petugas melakukan 

pemindaian QR Code 

sebagai bentuk persetujuan 

resmi permohonan 

  Petugas memeriksa 

kesesuaian data pemohon lalu 

menekan tombol "Buat QR-

Code"; tanpa persetujuan ini 

proses tidak dapat dilanjutkan 

pemohon secara mandiri. 

12 Masyarakat menerima 

kode aktivasi melalui e-

mail terdaftar 

  Kode aktivasi dikirimkan 

otomatis oleh sistem SIAK 

Terpusat setelah petugas 

menyetujui permohonan, 

dengan judul "Pendaftaran 

SIAK Mobile Berhasil". 
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NO Aspek yang Diamati Ya Tidak Keterangan 

13 Masyarakat memasukkan 

kode aktivasi beserta 

CAPTCHA pada aplikasi 

  Kode dan CAPTCHA diinput 

secara mandiri pada aplikasi, 

kemudian menekan tombol 

"Aktivasi"; petugas 

membantu apabila kode tidak 

sesuai atau CAPTCHA sulit 

terbaca. 

14 Masyarakat membuat kata 

sandi/PIN sebagai 

keamanan tambahan 

aplikasi 

  PIN dibuat secara mandiri 

sebagai lapisan keamanan 

akses aplikasi; petugas 

membantu apabila pemohon 

mengalami kebingungan pada 

tahap ini. 

15 Tersedia komputer sebagai 

sarana pelayanan 

  Komputer digunakan sebagai 

perangkat utama untuk 

mengakses sistem 

administrasi kependudukan 

selama pelayanan 

berlangsung. 

16 Tersedia jaringan internet 

yang mendukung 

pelayanan 

  Terkadang terjadi gangguan 

pada sistem SIAK yang 

berasal dari pusat sehingga 

berdampak pada pelayanan 

Disdukcapil secara nasional 

17 Jaringan/sistem SIAK 

berjalan stabil tanpa 

gangguan 

 ✘ Terkadang terjadi gangguan 

pada sistem SIAK yang 

berasal dari server pusat 

(Kemendagri) sehingga 

berdampak pada pelayanan 

Disdukcapil secara nasional. 

18 Pelayanan menggunakan 

aplikasi SIAK 

  Seluruh proses verifikasi dan 

pengolahan data dilaksanakan 

melalui aplikasi SIAK 

sebagai sistem administrasi 

kependudukan. 

19 Masyarakat mengambil 

nomor antrean khusus IKD 

sebelum dilayani 

 ✘ Belum tersedianya sistem 

nomor antrean khusus untuk 

pelayanan aktivasi IKD 

20 Masyarakat yang datang 

lebih dahulu akan 

memperoleh pelayanan 

  Selama kegiatan observasi, 

petugas melayani masyarakat 

secara berurutan berdasarkan 
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NO Aspek yang Diamati Ya Tidak Keterangan 

terlebih dahulu sesuai 

urutan kedatangan. 

waktu kedatangan sehingga 

proses pelayanan berlangsung 

teratur. 

21 Masyarakat datang 

langsung ke lokasi 

pelayanan 

  Aktivasi IKD mengharuskan 

masyarakat hadir secara 

langsung karena diperlukan 

proses verifikasi identitas dan 

pemindaian wajah. 

22 Petugas mendampingi 

masyarakat selama proses 

aktivasi IKD 

  Petugas memberikan 

pendampingan kepada 

masyarakat apabila 

mengalami kesulitan pada 

setiap tahapan aktivasi IKD. 

23 Petugas menyampaikan 

informasi secara terbuka 

kepada masyarakat saat 

terjadi gangguan sistem 

  Petugas menjelaskan 

penyebab gangguan serta 

menyampaikan bahwa 

pelayanan akan kembali 

dilaksanakan setelah sistem 

pusat normal, sesuai prinsip 

transparansi. 

24 Pelayanan berakhir setelah 

aktivasi IKD berhasil 

dilakukan 

  Proses pelayanan dinyatakan 

selesai apabila aktivasi IKD 

berhasil dilakukan. 

Keberhasilan tersebut 

dipengaruhi oleh kestabilan 

sistem SIAK, kualitas 

jaringan internet, serta 

kondisi perangkat telepon 

seluler milik masyarakat. 

 

Sumber : Data diolah Penulis, (2026) 
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Lampiran 4. Dokumentasi Kegiatan 
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Lampiran 5. Hasil Cek Turnitin dan AI Detector 

 

 

 

Hasil Turnitin Tugas Akhir 

 

 

 

Hasil AI Detector 

 

 

 

 


